BABIV
ANALISIS PERBANDINGAN PROSES MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA DENGAN PROSES PERDAMAIAN DI
MAHKAMAH SYARI’AHKUCHING SARAWAK MALAYSIA

A. Persamaan antara Proses Mediasi di Pengadilan A gama Indonesia dan Proses
Perdamaian di Mahkamah Syari’ah Kuching Sarawak Malaysia
Dalam setiap persidangan yang dilaksanakan Pengadilan Agama di
Indonesia dan Mahkamah Syari’ah di Malaysia pada dasarnya hampir
memiliki kesamaan dalam proses maupun tata beracara mediasi pada kasus
perceraian. Dari hasil temuan pada bab II dan I ditemukan beberapa
persamaan
1. Pengertian Mediasi
Pengertian mediasi menurut Pengadilan Agama di Indonesia
dengan Mahkamah Syari’ah di Malaysia sama yaitu upaya dari hakim
maupun Pengadilan untuk mendamaikan para pihak agar proses
perceraian tidak sampai berlanjut pada persidangan berikutnya.
2. Waktu Proses Mediasi
Waktu pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama
Indonesia dengan Mahkamah Syari’ah di Malaysia terdapat persamaan
yaitu proses mediasi dilakukan pada sidang pertama dan menjadi sebuah
kewajiban bagi para pihak yang bersengketa pada kasus perceraian untuk

menempuh mediasi. Apabila ketika persidangan tidak melaksanakan
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upaya mediasi maka pihak Pengadilan tidak bisa melanjutkan persidangan
selanjutnya, dan pengadilan bisa disebut inkonstisional.
3. Penunjukan Mediator

Setiap proses mediasi dalam kasus perceraian tentunya tidak bisa
lepas dari peran mediator karena mediator berperan besar dalam usaha
atau upaya mencari perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Akan
tetapi, tentunya mediator harus diangkat terlebih dahulu atau ditunjuk
sesuai dengan tatacara pengangkatan atau penunjukan mediator di
Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari’ah di Malaysia dan

penunjukan mediator ini sama-sama dilakukan oleh hakim.

B. Perbedaan antara Proses Mediasi di Pengadilan AgamaIndonesia dan Proses
Perdamaian di Mahkamah Syari’ah Kuching Sarawak Malaysia
Selain persamaan tentang proses mediasi yang terdapat di Pengadilan
Agama di Indonesia dengan Mahkamah Syari’ah di Malaysia terdapat juga
perbedaan antara lain :
1. Syarat-Syarat Mediator
Dalam Pengadilan Agama di Indonesia ada beberapa syarat yang
harus dipenuhi untuk menjadi mediator seperti yang diatur dalam
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Pasal 13 antara lain :
a. Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat Mediator yang diperoleh

setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi
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Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga
yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.

b. Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak
bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada
atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sertifikasi
Mediator dan pemberian akreditasi lembaga sertifikasi Mediator
ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Jadi jika tidak memenuhi unsur dua syarat diatas maka tidak bisa
menjadi mediator. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor
1 Tahun 2008 setiap orang yang menjadi mediator wajib mempunyai
sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang
diatur oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Justru, pihak yang menjadi mediator pada
Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2008 menetapkan bahwa para pihak yang
berperkara bisa memilih mediator dari golongan hakim bukan pemeriksa
perkara pada pengadilan yang bersangkutan. Dalam hal ini berbeda
dengan di Mahkamah Syari’ah, hakim bisa dengan leluasa memilih dan
mengangkat mediator untuk para pihak.

Perbedaan ini tentunya tidak bisa lepas dari sistem hukum antara
Indonesia dan Malaysia dimana Indonesia menganut sistem civi/ law yang
berarti Peraturan Perundangan-Undangan adalah yang utama dan pertama

yang dijadikan rujukan oleh hakim, tentunya hakim disini tidak bisa
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leluasa memilih mediator karena tatacara pemilihan mediator diatur
dalam Peratutan Perundang-Undangan. Justru, Malaysia sendiri menganut
sistem common law dimana hakim adalah undang-undang sehingga hakim
bisa leluasa memilih mediator, tentunya berdasarkan beberapa
pertimbangan.

Proses penunjukan mediator di Mahkamah Syari’ah hendaknya
meniru Pengadilan Agama karena orang yang ditunjuk sebagai mediator
adalah orang-orang yang mempunyai sertifikat sehingga peran mediator
tidak hanya sekedar formalitas belaka.

2. Jumlah Mediator

Banyaknya mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama
hanya satu orang dari orang luar pihak orang yang berperkara sedangkan
di Mahkamah Syari’ah berdasarkan Pasal 45 ayat (5) Ordinan Undang-
Undang Keluarga Islam Sarawak Tahun 2001, jawatankuasa pendamai
lebih merupakan komite yang dibentuk secara insidental oleh Mahkamah
Syari’ah diketuai oleh seorang Pegawai Agama dan dua orang yang
masing-masing mewakili para pihak yang berperkara. Hakim atau
Pegawai Agama di Mahkamah Syari’ah diharuskan untuk menetapkan
atau memanggil wakil dari setiap yang berperkara. Justru, yang menjadi
dasar di Mahkamah Syari’ah Kuching ketika wajib usaha untuk
mendatangkan wakil setiap satu yang berperkara adalah pada Surat An-

Nisa ayat 35 sebagai berikut:
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digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby .ac.id digilib.uin.sby.ac.id



60

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang
hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik
kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal.”!

Menurut Tafsir Ibn Katsir pada Surat An-Nisa ayat 35, jika

perkara persengketaannya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin
panjang, maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari
keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembung dan meneliti
masalahnya, serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi
keduanya berupa perceraian atau berdamai.’

Mahkamah Syari’ah memahami bahwa yang dikatakan sebagai
mediator adalah pegawai agama yang menjadi penengah dan dua orang
masing-masing mewakili para pihak ketika proses perdamaian dilakukan.
Justru, ketika proses perdamaian di Mahkamah Syari’ah itu diharuskan
mendatangkan mediator seperti yang dijelaskan.

Demikian bahwa hakim Mahkamah Syari’ah lebih ingin menggali
apa masalah yang terjadi dari para pihak, tidak hanya dari pihak yang
berperkara, akan tetapi dari keluarga sehingga hakim bisa mengetahui

akar permasalahan para pihak. Sesuatu pembelajaran yang bisa dilakukan

1Departemen Agama R.I, A/-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: PT Syamiil Cipta Media), 8
2 <Abdullah bin Muhammad, Tafsir Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir (Jakarta: Pustaka Imam
Asy-Syafi’l, 2008), 384.
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oleh  Pengadilan Agama adalah ketika proses mediasi hendaklah
mendatangkan wakil atau keluarga dari para pihak agar masalah
persengketaan antara kedua belah pihak lebih bisa diketahui akar
permasalahannya.

3. Batas Waktu Proses Mediasi

Berkaitan dengan waktu yang dialokasikan. Di Pengadilan Agama
Indonesia, waktu yang diberikan untuk mendamaikan relatif lebih sigkat.
Pasal 13 Perma Nomor 1 Tahun 2008 memberikan kesempatan untuk
melaksanakan mediasi selama 40 (empat puluh) hari dan dapat
diperpanjang selama 14 (empat belas) hari. Sedangkan batas waktu
perdamaian oleh jawatankuasa pendamai lebih panjang. Berdasarkan
Pasal 49 ayat (9) Ordinan Undang-Undang Keluarga Islam Sarawak
diberikan kepada jawatankuasa pendamai untuk mendamaikan adalah
selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dalam tempoh lebih lama
atas izin mahkamah.

Dalam beberapa hal terkait batas waktu proses mediasi yang
diatur oleh Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syari’ah
Kuching Sarawak tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya.
Batas waktu yang ditentukan di Pengadilan Agama Indonesia lebih
singkat waktunya berbanding dengan Mahkamah Syari’ah Kuching
Sarawak karena beranggapan jika sesuatu kasus persengketaan itu

digantung terlalu lama bakal menjadi beban kepada pihak yang

digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby.ac.id digilib.uin.sby .ac.id digilib.uin.sby.ac.id



62

bersengketa karena setiap sengketa itu harus diselesaikan dengan

secepatnya agar tidak merugikan antara satu sama lain.

4. Istilah Mediasi
Pada dasarnya proses perdamaian antara Pengadilan Agama dan

Mahkamah Syari’ah adalah sama, yang membedakan istilah penyebutan
mediasi di Pengadilan Agama adalah menggunakan istilah ketika
berlakunya mediasi wajib pada sidang pertama.

Sedangkan di Mahkamah Syari’ah memahami mediasi adalah
upaya perdamaian yang dilakukan oleh Mahkamah Syari’ah terhadap para
pihak yang masih bersengeketa setelah putusan cerai dijatuhkan seperti :
a. Muta’ah
b. Nafkah ‘Iddah
c. Nafkah Tertunda
d. Harta Sepencarian
e. Harta Maskawin
f. Hal-hal lain yang difikirkan munasabah

5. Proses Mediasi

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok terkait proses mediasi
yang berjalan di Pengadilan Agama dan di Mahkamah Syari’ah, jika di
dalam Pengadilan Agama proses mediasi dilaksanakan ketika sidang
pertama yang diwajibkan, apabila tidak dilakukan maka gugur demi
hukum. Sedangkan proses mediasi yang berjalan di Mahkamah Syari’ah

secara umum terdapat dua pengertian yaitu :
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a. Proses Perdamaian
Sebelum masuk ke persidangan tiap yang berperkara harus

menempuh konseling di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) akan
tetapi jika tidak menemukan kesepakatan maka masih dilakukan
upaya perdamaian oleh hakim di Mahkamah Syari’ah.
b. Mediasi/sulh
Jika setelah kasus diputuskan akan tetapi masih ada sengketa
seperti hak asuh anak, harta bersama maka hakim melakukan upaya
mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

Mahkamah Syari’ah Kuching Sarawak seharusnya mengambil
beberapa pembelajaran dari Pengadilan Agama Indonesia dalam
melaksanakan mediasi. Ini dikarenakan sehingga hari ini masih belum
menjalankan mediasi secara sempurna di Mahkamah Syari’ah. Apa yang
dilakukan adalah lebih mirip kepada unit konseling yang dikendalikan
oleh pegawai dari unit khidmat nasehat dan konseling dari Jabatan
Agama Islam Sarawak (JAIS).

Amatlah disayangkan karena sebenarnya di Mahkamah Syari’ah
telah diwujudkan suatu lembaga sulh, tetapi akibat dari kekurangan
sumber daya manusia, lembaga ini tidak bisa beroperasi secara maksimal.
Sekiranya terdapat konflik yang memerlukan penyelesaian secara damai,
kasus tersebut terpaksa dilimpahkan ke Unit Khidmat Konseling dan

konseling Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS). Kondisi ini amatlah
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berbeda dengan Mahkamah Syari’ah di semenanjung Malaysia dimana

Lembaga Sulh bisa beroperasi secara maksimal.
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